MENGGALI POTENSI WAKAF PRODUKTIF
UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT
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Abstrak : Dalam sejurah Islam, wakaf telah memainkan
peran yang sangal penting wniuk kesejahleraan masya-
rakat rmuslim. Nemun dalans renlang sejarah perwakafan
Indomesia, instrunmen umia:,l"bdum bartyak dicksplorasi
secara maksimal. Selama im muncul pemahaman bahtoa
hmhqguwk.g‘ m:u;uhn sunther assef yang menberim
g masa. Dan di sisi lein pengumrpu-
produktif di bameh atr kita masth sedikat dam ket
dibanding negara latn, Begitupun, studi perusakafan kifa
mazih ferfokus kepada segi hukum an sich dan belum
menyenluh pade manajermen perwakafon. Padahal
semestimya wakaf dapat dikeloln secara produktif dan
memberiken hasil kepada masyarakat, sehingga dengan
demibon wakaf benar-benar wenjadi sumber dang dari
masyarakat dan ditujukan wntuk mesyarakat,
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PFENDAHULUAN

Islam sebagai agama moval tertantang tidak saja untuk
menghancurkan ketimpangan struktur sosial yang terjadi saat
ini, melainkan juga berkehendak untuk mewujudkan kesejah-
teraan masyarakat. Selain itu Islam tidak hanya sebagai agama
yang sarat dengan nilai elitis normatif yang sama sekali tidak
memiliki kepedulian sosial tetapi secara integral merupakan
bangunan meoral yang berpretensi untuk turut berpatisipasi
dalam berbagai problem sosial kemasyarakatan.

* Fenuolis sdalab Dosen Falultas Syariah INSURT Posarogs.
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Sebagai salah satu institusi ekonormi, wakaf merupakan
pranata keagamaan dalam lslam yang berdimensi ‘wludiyyah
uhiltiyeh karena menjadi manifestasi dari keimanan (hablum
runallah) dan juga rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama
{hablum mi al-mas) karena memiliki keterkaitan langsung secara
fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial
dan kemanusiaan seperti pengentasan kemamusiaan, pening-
katan sumber da}ra manusia dan pemberdayaan ekonomd
umal. Sehingga wakal memiliki peran besar dalam mewujud-
kan tata sosial yang berkeadilan.

Mamun demikian ketika peruntukan wakal hanya
terbatas pada hal-hal yang bersifat konsumtif, tanpa diimbangi
dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejah-
teraan umat dalam bingkai tata sosial yang berkeadilan seba-
gaimara dicita-citakan dari instrumen wakaf akan sulit direali-
sasikan secara maksimal. Tulisan ini mencoba untuk mendes-
kripsikan peran strategis institusi wakaf produktif dalam
rangka pemberdayaan ekonomi umat.

LANDASAN HUKUM DAN FILOSOFI WAKAF
Perkataan waqf, yang menjadi wakat dalam bahasa
Indonesia, berasal dari waqgafa yang berarti menghentikan,
berdiam di tempat atau menahan sesuatu’. Pengertian mena-
han sesuatu jika dihubungkan dengan harta kekayaan artinya
menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai
dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi
menjadi hak milik yang mewakafkan tetapi milik Allah yang
dibahasakan sebagai milik umum (kepentingan umat)’.
Secara harfiah wakal bermakna “pembatasan” atau
“larangan”, Sehingga kata magfdigunakan dalam Islam untuk

! Wahbah al-Fubayl, al-Figh el dslamt Wa Adilated (Damaskus : Dar al-
Fikr, 10&0), VILL : 153
f Mohammad Dawd Al, Butem Ebamomi Isfam Zakat dan Wakaf (Jalarts o

Ul Presn, 1988), 2679
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maksud "pemilikan dan pemeliharaan™ harta benda tertentu
untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan
maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut di luar
tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut.’

Abd Bakr Jabir al-Jazayri mengartikan wakaf sebagai
penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi,
atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya
kepada penerima wakaf!

Sedangkan wakaf menurut Undang-Undang Perwa-
kafan No.41 tahun 2004, adalah perbuatan hukum waqgif untuk
memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda
miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka
waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperfuan ibadah
dan kesejahteraan umum menurut syari’ah*

Wakaf dalam al-Qur‘an

Sumber utama institusi wakafl adalah al-Qur'an,
Walaupun dalam al-Qur’an, kata wakaf yang bermakna
memberikan harta tidak ditermukan secara jelas sebagaimana
zakat, tetapi merupakan interpretasi ulama mujtahid terhadap
ayat-ayat yang membicarakan pendermaan harta berupa
sadagah dan amal jarivah. Di antara ayat-ayat tersebut adalsh
Q5. al-Bagarah : 262 dan 267, Q.5. al-Inwan : 92 dan Q.5. al-
Haijj : 77. Para ulama memaharmi ayat tersebut sebagai ibadah
wakaf. Penafsiran ini dapat ditemukan dalam Tafsir al-Manar
karangan Muhammad Rashid Rida. Kendatipun di dalam al-
Qur'an terdapat kata-kata wakaf sebanyak empat kali yaitu

*Thon L. Exposico, Ersiblopedt Crgford Dawla Tlam Modern, Alih Bahasa
Eva Y.M. et al. (Bandunyg : Mizan, 20013, W1 = 145,

4 Abua bakr Jabir sl-Jazayri, Exsiklopedi Muilim (Minka) ol Muslim), Al
Balissa Padli Bahi, Cet WIT (Jakares : PT Drarul Falah, 2004), 565

UL RI Mo41 Tabuen 2004, emang wakal Bab I Pasal 1. Pengertian di atas

hul.p-l.r sama dengan peraturan ferdatislu FRitE Lercanliam dadam E.;-;F[:..
Hubkarm lslan (KHIT) Bulns T Hukem Perwakafan Bab I Pasal 215,
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pada QS al-Ar'am : 27 dan 30, QS Saba’ : 31, QS al-Saffat : 24,
tetapi wakaf dalam ayat-ayat tersebut bukan bermakna wakal
sebagai pemberian Tiga ayat pertama berarti mengedepankan
sedangkan ayat yang keempatl bermakana berhenti atau
menahan.®

Walkaf dalam Hadis
Sumber kedua setelah al-Car’an adalah hadis. Wakaf

dalam hadis banyak sekali ditemukan, ada lebih kurang 45
hadis yang berkenaan dengan wakaf. Pendermaan harta
seperti wakal ini merupakan realisasi dari anjuran Rasulullah
kepada “Umar bin Khattib mengenai hartanya berupa
sebidang tanah di Khaybar. Eetika itu ' Umar bertanya kepada
Rasuhullah “Apa perintahmu kepadaky sefibungan dengan tanah
yang soya dapatkan int ya Rasulullah ?* Rasul menjawab : *fika
engkau suka tahan asalmya dan sedekalkanlah manfoatnya ™,

Hakad.engnnpehn‘tjukimrﬂnmhnﬂmnlgmrﬂed&
kahkan hasilnya dengan tidak menjual, mewariskan atau
menghibahkannya (Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari dan
Muslim)®. Hadis darl Ibnu “Umar ini kemudian sebagai dasar
hukum wakaf yang sangat populer. Menurut suatu riwayat,
setelah peristiwa itu B0 orang sahabat mengikuti perbuatan
baik Umar tersebut. Kemudian disusul sahabat lainnya dengan
mewakafkan tanah mereka, rumah mereka atau harta yang

ka miliki

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Bukhari
disebutkan bahwa Thabit dan Anas menceritakan bahwa
Rasulullah bersabda kepada Abu Talhah : “Jadikanlal harta

* Abdul Halim, Hubmn Perwakufan df fedonesia (Jakarta 1 Ciputat Press,
2005, 1

T Untek melikat tels ashi hadis dapat dilibat dalam Muobammad Isma'il
Kahlani, Sidvd al-Salam (Bandung : Dahlan, 19825, IT1 : 88,

'S:h,gtinum. diln.lﬁp dalam Thid.
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wakafimu ttu untuk fakir miskin dori kalangan kaum kerabatm”,
Lalu Thalhah berwakal kepada Hasan dan Ubay bin Ka'ab
yang termasuk kerabat dekatnya’. Wakal yang dilakukan Abd
Talhah kepada keluarganya itu dikelompokkkan dalam
bentuk wakaf zurry atau ahli, Sedangkan untuk fakir miskin
yang dilaksanakan Abud Talhah dikelompokkan pada wakaf
khayri. Kedua bentuk ini dibenarkan dalam [slam™.

Wakaf Menurut Interpretasi Ulama

Sebagai sumber ketiga ialah fjtdud (interpretasi) para
ulama figh yang terdapat dalam kitab-kitab figh klasik.
Peranan ulama mujtahid akan mampu memperjelas hukum
sekiranya dalam dua sumber utama kurang jelas atau membu-
tuhkan pemikiran. Seperti adanya pemahaman Imam al-
Shafi'i, Aba Hanifah, Imam Malik dan Imam Hanbali yang
dipakai sebagai acuan dalam perwakafan.

Wakal menurut para ulama Imam Madzab merupakan
suatu perbuatan sunah untuk tujuan kebaikan seperti mem-
bantu pembangunan sektor keagamaan baik pembangunan
segl material maupun untuk pembangunan spiritual. Sebagai-
mana halnya zakat, wakal merupakan incomne dana umat Islam
yang sangat potensial bila dikembangkan.

Bagi ulama imam madzab, dalam persoalan wakaf
mereka sepakat mengatakan termasuk amal jariyah. Namun
yang menjadi polemik mereka dan pengikutnya adalah perma-
salahan pemahaman terhadap wakaf itu sendiri. Apakah harta
wakaf yang telah diberikan si wagif masih menjadi miliknya
atau lepas seketika saat ia menyerahkan kepada penerima
wakaf.

Menurut Abi Hanifah harta yang telah diwakafkan
tetap berada pada milik weqif dan boleh ditarik kembali oleh

F Muhammad AE gl-Shawicinl, Nl el Awmpar (Megir 1 Musjafa al-Babi al-
Halabi), IV 1 24.
O Wahbah al-Zuhayli, al-Figh..., 168-161
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si wagif, Jadi harta itu tidak berpindah hak milik, hamya hasil
manfaatnya yang diperuntukkan pada tujuan wakal. Sehingga
pemiliknya boleh mengambil kembali dan juga menjualnya
karena menurutnya wakaf sama halnya dengan barang pinja-
man yang mana si pemilik tetap memiliki, boleh menfualnya
atau meminta kembali®.

Dalam hal ini Abu Hanifah memberikan pengecualian
pada tiga hal yaitu pertama wakaf masjid, yang mana status
tanah vang diwakafkan untuk pembangunan masjid secara
spontan berpindah menjadi milik Allah dan tidak lagi menjadi
kekuasaan si wagif. Kedua wakaf yang ditentukan oleh keputu-
san pengadilan apabila terjadi persengketaan terhadap status
tanah wakaf yang tidak dapat ditarik kembali oleh orang yang
mewakafkan atau ahli warisnya apabila pengadilan memutus-
kan bahwa tanah itu menjadi harta wakaf, Ketign wakaf wasiat
yaitu apabila seseorang dalam keadaan masih hidup membuat
wasiat. Jika ia meninggal dunia, maka harta yang telah diten-
tukan menjadi wakaf. Maka dalam contoh seperti ini kedudu-
kan sama dengan wasiat, tidak boleh lebih dari 2/3 harta
sebagaimana wasiat."

Meskipun mazhab Maliki mempunyai pandangan yang
sama dengan Abu Hanifah dalam hal kepemilikan harta yang
tetap menjadi hak si wagif tetapi Maliki menyatakan tidak
diperbolehkan mentransaksikannya atau mentasarufkannya
baik dengan menjual atau mewariskan atau menghibahkan-
nya selama harta itu diwakafkan. Menurutnya diperbolehkan
wakaf untuk waktu tertentu, bukan sebagai syarat bagi Maliki
selama-selamanya. Bila habis jangka waktu yang telah
ditentukan, maka boleh mengambilnya lagi walaupun benda
itu untuk masjid.

Wakaf menurut interpretasi Maliki, Hdak menjadikan
hak si wigif terputus terhadap benda yang diwakafkan. Yang

U Ibid., 153
B Thid., 183-154
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terputus itu hanyalah dalam hal bertasaruf, Maliki beralasan
dengan hadis [bnu Umar. Ketika Rasulullah menyatakan “jika
karey maw, tahanlah asalnye dan sedekahkan hasilmya™. " Hadis
itu seolah-olah menyatakan bahwa Umar tetap memilila harta
itu, tapi dengan ketentuan tidak bisa ditasaruflkan. Maliki juga
bidak mensyaratkan wakaf itu untuk selama-lamanya karena
tidak ada satu dalilpun yang mengharuskan wakaf untuk
selama-lamanya. Sehingga bagi Maliki tasaruf wakaf itu sesuai
dengan keinginan wig.

Berbeda dengan kedua ulama di atas, menurut Imam
Syafi’i harta yang terlepas dari si wagif dan menjadi milik
Allah yang berarti menahan harta untuk selama-lamanya.
Sehingga jangka waktunya tidak boleh ditentukan dan syarat
benda yang diwakalkan harus tahan lama dan tdak cepal
habis (fixed assef)™. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang
diriwayatkan Ibnu Umar tentang tanah Khaibar. Syali'i
memahami indakan Umar mensedekahkan hartanya dengan
tidak menjualnya, mewariskan dan tidak menghibahkannya
didiamkan oleh Rasul sehingga tergolong hadis tagriry .

Sedangkan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa
wakal terjadi karena dua hal. Perlama karena kebiasaan
(perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan harta-
nya. Seperti seseorang mendirikan masjid kemudian mengi-
zinkan orang shalat di dalamnya secara spontanitas bahwa ia
telah mewakafkan hartanya berdasarkan kebiasaan (urj).
Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya dapat difaha-
mi bahwa ia telah mewakafkan karena sudah menjadi kebia-
saan. Kedua dengan lisan baik dengan jelas (sarik) atau tidak.
Atau dengan memakai kata-kata hwbastu, wakaftu, tosadagtu,
abdadiu, haramtu. Bila menggunakan kalimat seperti ini, ia
harus mengiringinya dengan niat wakaf ®

¥ Thid., 185:156
¥ Ihid., 154-155.
" Thid., 158,
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Bila telah jelas sesecrang mewakafkan hartanya, maka
si magif Hdak mempunyal kekuasaan bertindak atas benda it
dan juga tidak bisa menariknya kembali. Hanbali menyatakan
bahwa benda yang diwakafkan harus benda yang dapat dijual,
walaupun setelah menjadi wakaf tidak boleh untuk dijual.
Selain itu harus kekal zatnya karena wakal bukan untuk
waktu tertentu tapi untuk selama-lamanya®™.

Wakaf dalam Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia selain bersumber kepada agama, institusi
wakaf juga bersumber pada hukum positif yang merupakan
hasil pemikiran pakar hukum di Indonesia. Keblasaan
berwakaf yang hanya diatur oleh hukum adat yang sifatnya
tidak tertulis dan mengadopsi nilai ajaran Islam, pada masa
pemerintah kolonial Belanda disikapi dengan lebih serius,
“terlepas dari kepentingan penjajah”."”

Pada masa kemerdekaan, masalah wakaf mulai
mendapat perhatian lebih dari pemerintah antara lain melalui
Departemen Agama®. Bila diinventarisir sampai sekarang
terdapat berbagai perangkat peraturan yang mengatur
masalah perwakafan. Setidaknya ada sekitar 20 buah aturan
yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia baik Peraturan
Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lain dalam rangka

5 had.

7 Terbulti dengan lahirma Bijblad 1905 No.619%, Bijblad 1931 Mo, 1253,
Bijblad 1934 Mo. 13390 dan Bijblad 1955 Nomar 13480,

® Walsupun schenarnys Undang-undang tentang persakalan tanah lahir 15
mahun setelah Indonesia mendcka, mamuen schelum Ehirmya endang-andang
m—;‘wﬂ tanah, rﬂnﬁﬂﬁneﬁldﬂ:ﬂnﬂﬂrﬁuw
petunjuk tentang pelaksanaan wakal, THantarnya Potunjuk tentang Persakafan
Tamah tznggal 22 Desember 1935, Lihar Abdul Gofar, dalam Tim Diren Bimas
Islam dan Penyelemggaraan Haji Depag RI, Knmpulon Fasil Semirar
Herwﬁqﬁ’; []':m:'ﬂi.ﬂu [iimas Islam dan Penyelengparaan Haj Dhieelcoorac
Penpembangan akat dan Wakaf, 2004), 43,

®alam U-p.:l.--g-'l..l-rud.l.ng Pakok .ﬂ.gﬂru masalah waka! diztur dalam [uu!
&, pasal 14, dan pasal 49.

® Abwdul Falim, Mok, 2
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membackup Pasal 49 ayat (3) UUPA" dan PP No.28 tahun
1977 tentang perwakalan tanah milik™.

Selain itu beberapa peraturan di atas, pada tanggal 10
Juni 1991dikeluarkan Instruksi Presiden Rl No.1 tahun 1991
jjtihad para ulama di Indonesia®™, Berkaitan tentang wakaf
diatur pada buku IIL

Selain peraturan dan perundangan di atas, pada tahun
2004 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang khusus yang
berkaitan dengan perwakafan di Indonesia yaitu Undang-
Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang
wakaf yang ruang lingkupnya tidak terbatas pada wakal
wakal bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu
logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan
intekektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya.

Dari beberapa peraturan penting yang berhubungan
dengan peraturan perwakafan tanah milik di atas, jelas bahwa
perwakafan di Indonesia mendapat perhatian yang besar dari
pemerintah. Perhatian pemerintah terhadap perwakafan
tampak jelas juga dengan ditetapkannya UU Rl Neo. 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang pada pasal 19 ayat 1
nang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat dan

¥ EHI ind nem:pnhl Fﬁdﬂ.ﬂhpfﬂ.mmw ﬁnlnp
pasa pencan keadilan dalam pekawinan dan kevacsan disamping
tentang bhokum perwakafan, THlibar dar mjean rh::ml!p:m uhm EHI
dizrahkan kepada wnilikagi mazhab dalam hakim Islam di Indonesia, hahkan
KITl merupakan samw benmuk terdekhse denpen kodifikaes hokum dalam
pembangunan Nasional Indoscsia, Thahir Azlari, *Wakal' dan Sumber Tiaya
Ekonomi, Suatn Pendeleatan Teoritis™, dalam Mimbar Hicdksem, Mo 7 Taban 10
{Jakwria ; Al-Hilamah, 1952).
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hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan (¢) wakaf
dan sedekah.

Dengan adanya peraturan-peraturanm dan Undang-
Undang Momor 7 tahun 1989 tersebut diharapkan pelaksanaan
perwakafan di Indonesia dapat berjalan tertib dan teratur
tanpa penyimpangan-penyimpangan.® |

INSTITUSI WAKAF : TATA CARA PENGELOLAANNYA

Wakal sebagai suatu lembaga mempunyal unsur-unsur
pembentuknya yang merupakan rukun wakaf yaitu 1. orang
yang mewakafkan hartanya atau wdgif, 2. harta yang diwakaf-
kan {mauguf), 3. tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil
wakal atau mauquf almh dan 4. permnyataan wakaf dar udiif
yang disebut shigha! atau ikrar wakaf™.

Penerimaan wakal berdasarkan literatur sejarah
dilakukan oleh institusi Baifaul Mal. Baitul Mal- meru
institusi dominan dalam sebuzh pemerintahan Islam ketika
dulu. Baitul Mal-lah yang berperan secara kongkrit menjalan-
kan program-program pembangunan melalul divisi-divisi
kerja yang ada dalam lembaga ini, disamping tugas utamanya
sebagai bendahara negara (trensury house). Dalam konteks
perekonomian kontemporer yang tidak (belum) menjadikan
baitul mal sebagai institusi negara, diperlukan modifikasi
institusi dalam pengelolaan wakaf ini. Modifikasi institusi juga
menyesuaikan diri dengan kompleksitas dan perkembangan
perekonomian yang ada. Dalam konteks kekinian institusi
wakal dapat berbentuk lembaga wakaf atau bank wakaf.

Berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 2004
lembaga yang berwenang untuk mengelola wakaf adalah
Badan Wakaf Indonesia yang merupakan lembaga indepen-
den dalam melaksanakan tugas di bidang perwakafan yaitu

= fbdul Halim, ebem..., B7-88
# pubammad Syapa’ al-Dimyati, Mauah ol-Talible (Mesic : Musgata al-Babd
.I—I-I alshi, 1.:,}. 156, Lihai Wahhak ll-‘Iul:!l.!.-'ﬂ, n'l'-ﬁgb.-..rﬂﬁ
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melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nadzir,
melakukan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf
berskala internasional, memberikan persetujuan atas
perubahan peruntukan dan status benda wakaf dan mem-
berikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam
penyusunan kebijakan di bidang perwakatan™.

Berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf guna
terjaminnya harta wakaf agar tetap berfungsi sebaik-baiknya
sesual dengan tujuan ibadah wakaf itu sendiri, maka
diperlukan tenaga pengelola dan pengurusnya. Dalam hukum
Islamdan perundang-undangan di Indonesia dikenal dengan
Nadzir. Nadzir adalah kelompok orang, organaisasi atau badan
hukum yang diserahi tugas dalam pemeliharaan dan pengu-
rusan benda wakaf yang berhubungan dengan pengad-
ministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengem-
bangkan harta benda wakal sesuai dengan tujuan, fungsi dan
peruntukannya, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada
Badan Wakal Indonesia®.

Dengan dibentuknya lembaga-lembaga pengelola wakaf
tersebut diharapkan akan mampu mengelola secara profesio-
nal karena wakaf sebenarnya ada dan tumbuh dalam masyara-
kat, sehingga harus ada lembaga masyarakat yang tidak ada
campur tangan Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaran wakal yang mampu
menggali dan mengembangkan potensi yang terdapal dalam
lembaga keagamaan dalam rangka meningkatkan kesejah-
teraan masyarakat.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan
kesejahteraan tersebut, dipandang perlu meningkatkan peran
wakal sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertu-
juan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melain-

* Terkait dengan Badan Wakal Indonesia distar secars khusus dalam Bab
IV pa=al £7 sampai pasal 61 Undang-Undang Mo, 41 Tahan 264
5 Likar Bah 1T Pasal 9 sampai pasal 14 'I.u'mipugnl:]ndlng M, 41 Tahamn 2004
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kan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara

lain untuk memajukan kesegjahteraan umum sehingga perlu
dikembangkan pemanfaatanya sesuai dengan prinsip syari‘ah.

WAKAF PRODUKTIF : SEBUAH ALTERNATIF UNTUK
KESEJAHTERAAN UMAT
Dalam rangka membangun kesejahteraan umat®, al-

Qur'an telah meletakkan dasar terutama agar harta yang
dimiliki oleh individu-individu Hdak beredar diantara orang-
orang kaya saja. Pernyataan ini terlihat pada surat al-Hasyr
ayat 7. Ayat ini menjadi indikator bahwa Islam melarang
konsentrasi kekayaan pada individu tertentu. Prinsip ajaran
Islam ada pada beberapa institusi seperti zakat, infaq, shada-
gah, hibah, dan wakal, yaitu anjuran untuk mengeluar-kan
sebagian rizki yang diberikan Allah untuk menyantuni fakir,
miskin, dan orang-orang lemah dalam sebuah komunitas.

Dalam kondisi ekomomi yang masih memprihatinkan
ini, sesungguhnya wakaf disamping tak dapat dipungkiri
peran dan fungsi sebagaimana instrumen-instrumen ekonomi
lainnya seperti zakat, infaq dan shadaqah, juga sangat berpe-
ran penting dalam upaya mewujudkan perekonomian nasio-
nal yang sehat. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran
wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali
jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan
professional disertai kualitas para pengelolanya.

® Kescjahicrasn secara harfiah bermakna keamanan dan kesejahteraan hidup
vermasn b kemadomaran, yaitu konsep yang menunjuldan keadasn dimens setiap
orang baik sehagai individo atau snggota komuonitras dapal memenahi
kebutuhan secara mudah, Unruk jtu harus secsclfia basang dan joss yang dapat
diperolch dengan harga terjanghou. Sehingga kesejahieraan schagai keadasn
orang hidup sman dan tenteram serts dapal memenuhi kebomuhas hidopeya.
Uswatus Hasaenah dalam Tim Diisjen Bimas Islam don Pemyclenggaraan Haj
Depag 11, Kumpulen Fas] Semvingr Perwakafan {Jakenia ¢ Digen Bimas Islam
dun Penyelenggarann Haji Direktorat Pengombangan Lakat dan Wakal, 2004},
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Mamun demikian fungsi wakaf secara khusus sebagai
pemberdaya ekonomi masyarakat masih sangat minim bahkan
sama sekali tidak pernah disosialisasikan ke masyarakal.
Selama ini distribusi asset wakal di Indonesia cenderung ku-
rang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan hanya
berpretensi untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah
mahdich. Ini dapat dimaklumi karena memang pada umum-
nya ada keterbatasan umat Islam akan permahaman wakaf baik
mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan (distribusi)
wakal maupun nazir wakal,

Pada wmumnya umat Islam di Indonesia memahami
bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan
peribadatan dan hal-hal yang lazim seperti tercermin dalam
pembangunan masjid, mushalla, sekolah, makam dan lain-
lain. Peruntukan yang lain yang lebih menjamin produktifitas
dan kesejahteraan umat nampaknya masih belum bisa
diterima sebagai yang inheren dalam wakaf.

Karena itu sejenis penafsiran lain mengenai wakal
penting dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
yang mendesak umat Islam. Pemunculan wakaf produktif*
karenanya menjadi pilihan utama ketika umat sedang dalam
keterpurukan ekonomi. Wakaf produktf berarti bahwa wakaf
yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan kepada
upaya yang lebih menghasilkan Wakaf ind idak berkehendak
untuk mengarahkan wakaf pada ibadah mahdlah an sich,
sebagaimana yang diarahkan wakaf konsumtbif.

* Pengelolaan wakal prodiaifl scjalas dengen apa yang pernsh diungkaplan
Ibmu Ehladun sebagaimana dilkcutip olety M. Umar Chapra, yang menekankan
peranan investasi aniuk bars kelkpyaan yang dimiliki, Menurutoya kelnysan
akan tumbuh dan berkembang bahkan beriambah ketika kekayaan terschu
dihabigkan uniuk kesejahierean magyanakat, memenvhi hal-hale masyaraloat,
serin mengurengi pooderitsan masyarakat, Umer Chapra, The Future of
Emhrhj&nx?ﬂwiwﬂﬂu:u : Shariah Ecomomics and Banldng
Imacinmee, D001}, 163,
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Wakal produktf memiliki dua visi sekaligus, mengahan-
curkan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyedia-
kan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam. Jenis
wakaf ini tentu saja sangat berdimensikan sogial. la semata-
mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat Islam.
Sehingga yang tampak dari hal ini adalah wakaf yang pro
kemanusiaan bukan wakaf yang hanya berdimensi-kan
ketuhanan.

Wakaf produktif dengan demikian merupakan pengem-
bangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf, yang
dapat diselenggarakan paling kurang dengan dua cara®™
sebagaimana hal berikut :

1. Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sehagai salah satu
solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produltif®.
Karena uang di sini Hdak lagi dijadikan sebagai alat tukar
menukar saja tetapi lebih dari itu sebagai komo-ditas yang
siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain.
Oleh sebab itu sama dengan jenis komoditas yang lain
wakaf uang juga dipandang dapal melahirkan suatu hasil
vang lebih banyak.

Uang sebagai nilaf harga sebuah komoditas tidak lagi
dipandang semata-mata sebagai alat tukar, melainkan juga
komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Ini dapat
diwujudkan dengan misalnya memberlakukan sertifikat-

= Halini sejalan dengan smanat UL Mol tabhon 3004 tentang Wakal yang
merupakan perryompurnaan dan beberapa peraturan porandangan wakal yvang
sl sda denpan menambah matern baru sebagai upaya pemberdayaan wakal
secara produktil dan profeaional yang tdak terbatas pada heneds tale Bergerale,
Tetapi jugs mengatr benda wakal bergerdk sepert wang, saham dan lnin-lain
yang diznr dalam Pesal 18 1nn1|1||i [uu! ki Undﬂlg-l.fn:hui 1erschr.

® Munculnya pemikian waksl wang ini dipelopori oleli Frof, Dr. M.AL
Mannan, scorang ckonem yang beragal dard Banglades. Menurwinya
pemunculan wakal wang ini merspakan momen yang tepat uniuk
m:.-n,gemhtngl-em tnetrumen wxleal dalam f:mgl:: p'rw.-mh-Fn hﬂ-:.-idru.-n.n.
WMl
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sertifikat wakaf uang yang siap disebarkan ke masyarakat.
Model ini memberikan keuntungan bahwa wagif dapat
secara fleksibel mentasarufkan hartanya dalam bentuk
wakaf. Demikian ini karena wakaf tidak perlu membutuh-
kan jumiah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan
barang produktif. Selain itu wakaf seperti ini dapat diberikan
dalam satuan-satuan yang lebih kecil misalnya Rp. 5000.

Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di
masyarakat melalui sertifikat tersebut karena perfanta,
lingkup sasaran pemberi wakal bisa menjadi luas diban-
::'HnE deng;n wakaf biasa. Kedua, dengan serbifikat tersebut
dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan
dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan
memiliki kesadaran beramal tinggi,

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam
wakaf uang, maka umat -EI.E]IEE.I‘[ mudah memberikan
kontribusi mereka dalam wakal tanpa menunggu pengum-
pulan kapital dalam jumlah yang sangat besar. Karena
meskipun sangat kecil jumlahnya, wakal dalam bentuk
uang ini masih saja dapat menerimanya, disesuikan dengan
tingkat kesejahteraan wigif.

Meskipun terlambat dibanding dengan Negara-
negara lain™ wakal uang juga bisa memanfaatkan ribuan
hektar tanah wakaf yang tersebar di seluruh wilayah tanah
air. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang bernilai
tinggi. Oleh sebab itu lahimya wakaf uang ini diharapkan
akan menghidupkan semua aspek kehidupan perekono-
mian, dan pada akhimya kesejahteraan umta dari hasil
wakaf akan tercapai.

* Prakuk wakall wang termyata sudah diprakickkan scjak awal abad kedua
kgmah dan mengalami Pﬂhﬁh’lﬂ'tﬂ yang pesst p—n-:h abad ke 1% |mpﬂ.1'
periengahan abad 18, Kota-kota besar seperti Al-Chuds, Damaskus, Eairo,
Misapur dan lsin-lain mummlhn wenkal mang ind uniubk mh[ﬁ!ﬂif’ﬂﬁlﬁl
sowial sepertd srkolah, rumah sakit, wniversitas beserta ssramanya, tempat
radak, fasiliias beasiswa, p-en:l.lidlnr pespustakaan serta wimilk mﬂsg.ﬁ
karyawan, Lihat Farid Wadjdy, Wakas dan Kesgjabteraan Umar (Yogyakarta :
Pusiaka Pelajar, 3007), B4-85.
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2. Wakaf Saham

Termasuk juga bagian yang disebut dalam wakal
produktif adalah wakaf saham. Saham sebagai barang yang
bergerak juga dipandang mampu menstirmulbus hasil-hasil
yang dapat didedikasikan untuk kepentingan umat.
Bahkan dengan modal yang besar, saham malah justru akan
memberi kontribusi yang cukup besar dibanding jenis
komoditas perdagangan yang lain.

Dalam sebuah perusahaan, seorang pengusaha dapat
mengkhususkan peruntukan sebagian sahamnya sebagai
harta wakal yang hasilnya (deviden) digunakan untuk
kemaslahatan umat. Wakaf saham boleh juga diambil dari
keuntungan seluruh saham yang dimiliki pemilikrya sesuai
keinginan wagif. Yang terpenting bukanlah nominal besar
kecilnya hasil saham, melainkan lebih kepada komitmen
keberpllukm para twdgif terhadap kEE]al'LtEraan urmat,

Oleh karena itu wakal saham hanya hendak mewa-
kafkan sebagian hasil saham yang dimiliki wdgif kepada
umat. Pangsa pasar yang dibidik oleh wakaf saham dengan
begitu hanya terbatas para pemegang saham yang kebanya-
kan kelas menengah ke atas. Demikian ini sangat tepat
mengingat kebanyakan umat Islam, terutama mereka yang
secara ekonomi telah mapan, terpaksa dibuat bingung
untuk mendayagunakan hartanya di jalan Allah. Dengan
adanya wakaf saham, maka sedikit banyak harta mereka
dapat digunakan untuk kesejahteraan ekonomi umat yang
ada di bawah garis kemiskinan.

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan
aspek produktif dalam wakaf ini, perlu diarahkan model
pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang
produktif dengan lembaga usaha yang memiliki reputasi
yang baik. Sesuai dengan Undang-Undang Wakaf No.41
Tahun 2004, adalah dengan membentuk dan menjalin
kerjasama (networking) dengan Lembaga Keuangan Syari ah
seperti bank syari‘ah, reksadana syari’ah atau modal ventura.
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WAKAF PRODUKTIF ANTARA HARAFPAN DAN
HAMBATAN

Besar harapan, dengan model wakaf produktif di atas
merupakan salah satu alternatif yang lebih mampu
mensejahterakan umat. Dengan cara ini pula gapaian-gapaian
vang senantiasa jauh dari asa dalam cita keadilan sosial sedikit
akan mendapatkan momentumnya. Kendati tidak secara total
dan langsung, model wakaf produktif dipandang sebagai
sosial umat.

Namun persoalannya justru muncul dari masa akar
rumput, umat yang dalam konteks Indonesia telah memben-
tuk karakter sosial yang dalam batas-batas tertentu malah
menghambat eksistensi wakal produktif. Karakter sosial
sebagaimana dimaksud misalnya, bangunan berpikir mazhab,
Karena itu pertanyaannya kemudian adalah, apakah umat
dapat begitu saja menerima jenis wakaf tersebut. Bukankan
mrindse! umat Islam Indonesia khususnya sedemikian rupa
telah terbentuk utamanya karena mereka telah memilki logika
hukum Islam yang bersandarkan mazhab empat, Hanafi,
Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

Tidak salah kiranya kalau kemudian jenis wakaf
produktif harus dihubungkan dengan landasan hukum yang
terdapat dalam mazhab empat. Pilihan mazhab empat lebih
karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut
faham Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah yang dilandasi oleh
pemikiran figh empat mazhab. Lebih jauh karena empat
mazhab ini dipandang mu"tabar dalam arti lebih dipandang
sistematis dalam cara berfikirnya, banyak referensi yang
mengokohkannya dan juga dipandang lebih adaptif dalam
seting masyarakat Indonesia. Sehingga diharapkan adagium
“ai-Islarn shalil 1 kulli zaman wa makan” akan terealisasi dalam
waktu yang tidak terlalu lama.
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